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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Penerimaan negara terbesar adalah pajak, terbukti dari pemerintah menetapkan 

pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar 2.165,1 triliun dan pendapatan negara 

dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,38 triliun atau sebesar 82,5%.  

Gambar 1.1 

Realisasi APBN s.d 31 Agustus 2018 dan 2019 (dalam triliun Rupiah) 

Sumber: APBN Kita September 2019 

Pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara dalam 

penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Agustus pada tahun 2019 sebesar 920,15 

triliun dan realisasi sampai dengan 31 Agustus pada tahun 2018 sebesar 907,53 triliun. 

Secara rupiah, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan tetapi secara 

persentase terhadap target APBN, realisasi penerimaan perpajakan mengalami 
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penurunan. Pada tahun 2018 sampai dengan 31 Agustus realisasi persentase 

penerimaan perpajakan terhadap APBN sebesar 56,09% dan pada tahun 2019 sampai 

dengan 31 Agustus realisasi persentase penerimaan perpajakan terhadap APBN sebesar 

51,51%.  

Tingkat kepatuhan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target 

penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2015). Menurut Direktorat Jenderal Pajak 

(2019), apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka hal tersebut akan berbanding 

lurus dengan rasio kepatuhan Wajib Pajak dan apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

meningkat, maka tingkat penerimaan negara melalui sektor pajak pun juga semakin 

tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dalam Wajib Pajak membayarkan dan 

melaporkan kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan 

pemenuhan pembayaran pajak setahun terkahir. Dilansir pada Kompas.com (2019), 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa 

Wira Sakti memberikan penjelasan Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan 

hartanya setiap tahun pajak berakhir karena adanya kemungkinan mendapatkan 

penghasilan lain di luar yang sudah dipotong oleh pemberi kerja seperti penghasilan 

dari usaha, investasi, maupun penghasilan lainnya. Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) yang dilaporkan menjadi alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak 
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terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak sebelumnya (Kompas, 2019). Selain 

pendapatan tambahan, melaporkan SPT juga diwajibkan karena adanya kemungkinan 

penambahan harta yang terjadi dalam kurun waktu setahun sehingga Wajib Pajak 

belum memasukkan dalam perhitungan pajak sebelumnya sehingga melaporkan SPT 

diwajibkan karena untuk mencocokkan harta yang terdaftar dengan harta yang 

sebenarnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak (Kompas, 2019). 

 Dilansir pada website Kementerian Keuangan tahun 2017, kepatuhan Wajib 

Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem 

Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak berdasarkan 

SPT baru mencapai 67,2% per tanggal 29 Juli 2019 (Tirto.id, 2019). Dari Wajib Pajak 

yang terdata wajib melaporkan SPT sebanyak 18,3 juta dan yang sudah di terima baru 

12,30 juta SPT. Terdiri dari SPT Badan sebanyak 843 ribu, karyawan 10,17 juta SPT 

dan non karyawan 1,2 juta (Tirto.id, 2019). Direktur Potensi, Kepatuhan dan 

Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa DJP menargetkan realisasi 

penyampaian SPT tahunan sebesar 85% dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar wajib 

menyampaikan SPT di tahun 2019 (Tirto.id, 2019). Dalam meningkatkan pendapatan 

negara dari penerimaan perpajakan, DJP membuat sasaran strategis yang saling 

berkaitan untuk mencapai target pendapatan negara. 
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Gambar 1.2 

Peta Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Sumber: LAKIN DJP 2018 

Pada gambar 1.2, peta sasaran strategis DJP menggambarkan untuk mencapai 

sasaran strategis penerimaan pajak negara yang optimal maka pemerintah harus 

mengubah pandangan Wajib Pajak dalam perihal kepatuhan Wajib Pajak. Menurut 

Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak, rasio tingkat kepatuhan SPT Wajib 

Pajak ditahun 2018 sebesar 71% (Tirto.id, 2019). Rasio tingkat kepatuhan SPT Wajib 

Pajak diukur dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan Wajib 

Pajak yang wajib melaporkan SPT. Pelaporan Wajib Pajak diatur dalam Pasal 7 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan pajak 

mempunyai batas tanggal jatuh tempo. Total realisasi rasio tingkat kepatuhan laporan 

SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi ke dua kelompok, yaitu Wajib Pajak Orang 
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Pribadi Karyawan dan Non-karyawan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 

persentase kepatuhan Wajib Pajak menurun meskipun dari segi jumlah meningkat yaitu 

dari 73% menjadi 71%. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga menurun 

yaitu dari 74,39% menjadi 72%. Berikut rincian data terkait penyampaian SPT 

Tahunan: 

Tabel 1.1 

Jumlah Wajib Pajak Tahunan 2017 dan Tahun 2018 

 Tahun 2017 Tahun 2018 

Jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan 

SPT 
16.598.887 17.653.953 

Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT 12.057.400 12.534.406 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 73% 71% 

Sumber: Annual Report 2017 dan data yang telah diolah dari Tirto.id (2019) & Kontan.co.id (2019) 

Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tahun 2017 dan Tahun 2018 

 Tahun 2017 Tahun 2018 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang 

wajib menyampaikan SPT 

13.446.068 13.611.111 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang 

menyampaikan SPT 

10.069.911 9.800.000 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Karyawan 

74,89% 72% 

Sumber: Annual Report 2017 dan data yang telah diolah dari Tirto.id (2019) & Kontan.co.id (2019) 

 



6 

 

Tabel 1.3 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi non-Karyawan Tahun 2017 dan Tahun 2018 

 Tahun 2017 Tahun 2018 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi non-Karyawan 

yang wajib menyampaikan SPT 

1.968.331 2.548.211 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi non-Karyawan 

menyampaikan SPT 

1.211.197 1.884.306 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-

Karyawan 

61,66% 72% 

Sumber: Annual Report 2017 dan data yang telah diolah dari Tirto.id (2019) & Kontan.co.id (2019) 

Dari customer perspective di gambar 1.2 terlihat bahwa pelayanan publik yang 

prima dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan pada akhirnya 

penerimaan pajak negara menjadi optimal. Salah satu perspektif proses internal yang 

dapat mendukung pelayanan publik yang prima adalah pelayanan perpajakan yang 

optimal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan perpajakan yang optimal adalah 

persentase penyampaian SPT melalui e-filing. Menurut Laporan Kinerja DJP (2018), 

pemerintah memfokuskan dalam menyampaikan SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi 

terutama Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang belum menyampaikan SPT 

akan diberikan himbauan agar kepatuhan Wajib Pajak  dapat meningkat. Salah satu 

cara DJP meningkatkan IKU pada penyampaian SPT adalah melakukan 

penyempurnaan menu teguran SPT Tahunan di sistem informasi DJP (LAKIN, 2018). 
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Tabel 1.4 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2018 

Sumber: LAKIN DJP 2018 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 e-filing 

adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara 

on-line dan realtime melalui internet pada website. Pemerintah berharap dari 

kemudahan melaporkan SPT bagi para Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban 

perpajakan dengan mudah, Wajib Pajak tidak harus mengantri pada antrian yang 

panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penggunaan e-filing memberikan manfaat 

pada Wajib Pajak diantaranya yaitu (Kemenkeu, 2019):  

(1) menyampaikan SPT dapat dilakukan dengan secara cepat, aman dan kapan saja;  

(2) murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;  

(3) penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer; 

sehingga Wajib Pajak yang menggunakan e-filing akan melaporkan pajak dengan 

tepat waktu dan tidak terkena denda dalam pelaporan pajak. 
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Tidak hanya memberikan manfaat bagi Wajib Pajak saja tetapi e-filing memberikan 

manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak juga yaitu: memudahkan administrasi dan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan sehingga penerimaan negara 

akan meningkat (LAKIN DJP, 2018). Berikut tabel yang menggambarkan jumlah 

Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT melalui e-filing pada tahun 2018: 

Tabel 1.5 

Wajib Pajak yang Menggunakan E-filing pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 

 Tahun 2018 
Persentase 

realisasi 

Tahun 2019* % 

Wajib Pajak yang 

terdaftar 
38.651.881 

 

42,5 juta 

 Wajib Pajak yang wajib 

melaporkan SPT  

 

17.653.963 

18,3 juta 

Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT 
12.534.306 

71% dari Wajib 

Pajak yang wajib 

melaporkan SPT 

11,309 juta 61,8% dari Wajib 

Pajak yang wajib 

melaporkan SPT 

Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT melalui 

e-filing 

10.152.788 

81% dari Wajib 

Pajak yang 

melaporkan SPT 

10,460 juta 92,5% dari Wajib 

Pajak yang 

melaporkan SPT 

Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT secara 

manual 

2.381.518 

19% dari Wajib 

Pajak yang 

melaporkan SPT 

849 ribu 7,5% dari Wajib 

Pajak yang 

melaporkan SPT 

Sumber: Siaran Pers 2018 dan data yang telah diolah dari Katadata.id 2019, Kontan 2019, Liputan6 2019 

dan DDTC 2019 

*Tahun yang masih berjalan 
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Semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui e-filing maka 

realisasi penyampaian SPT melalui e-filing akan semakin tinggi. DJP menyatukan 

semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak dibawah satu sistem melalui situs DJP 

online sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Dilansir dalam Laporan Kinerja 

Direktorat Jenderal Pajak 2018, tujuan yang akan dicapai yaitu optimalisasi 

penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini dituangkan 

dalam tabel Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019: 

Tabel 1.6 

Tabel Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LAKIN DJP 2018 

Dari tabel 1.6, pemerintah memiliki target pada tahun 2018 Wajib Pajak yang 

menyampaikan SPT melalui e-filing adalah 18 juta Wajib Pajak tetapi realisasi dalam 

penyampaian SPT melalui e-filing adalah 10,15 juta Wajib Pajak (Tabel 1.5). Rencana 

aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) tersebut pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai 

kewajiban melaporkan SPT menggunakan e-filing dengan Wajib Pajak tertentu. 

Peraturan tersebut dibuat pada PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, 
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Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Aturan ini berlaku mulai 

tanggal 23 Januari 2019. Pada saat siaran pers DJP Kementerian Keuangan, di tahun 

2019 kewajiban penyampaian SPT melalui e-filing berlaku pada Wajib Pajak:  

(1) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap lebih 

dari 20 karyawan, wajib menggunakan e-filing untuk menyampaikan SPT Masa 

PPh 21/26,  

(2) Pengusaha Kena Pajak, wajib menggunakan e-filing untuk menyampaikan SPT 

Masa PPN.  

Dalam siaran pers Direktorat Jendral Pajak (DJP) di tahun 2019, Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama juga 

menjelaskan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah melaporkan SPT 

menggunakan e-filing pada tahun sebelumnya maka akan diwajibkan menggunakan e-

filing pada tahun ini sebagai sarana melaporkan SPT. Jika Wajib Pajak menggunakan 

jalur lain untuk melaporkan maka akan dikembalikan, tetapi bagi Wajib Pajak yang 

masih datang melaporkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pos pada tahun 

sebelumnya belum menggunakan e-filing maka DJP masih menerima dan akan 

disarankan atau diajarkan untuk menggunakan e-filing agar mempermudah pelaporan 

berikutnya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan adalah proses atau 

perbuatan menggunakan sesuatu. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 
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PER-06/PJ/2014 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara 

elektronik yang dilakukan secara on-line dan realtime melalui internet pada website. 

Menurut Devina (2016), penggunaan e-filing adalah suatu proses atau cara 

penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online oleh Wajib 

Pajak dengan menggunakan aplikasi e-filing. Wulandari (2016) mengatakan bahwa 

penggunaan e-filing  diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan 

dihari libur tanpa kehadiran petugas pajak, dimana data akan dikirim langsung ke 

database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui 

satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Menurut Wulandari 

(2016), penggunaan e-filing digunakan untuk mengukur apakah fungsi suatu sistem 

informasi secara keseluruhan dapat digunakan untuk tujuan khusus. Pada penelitian ini, 

indikator yang digunakan adalah:  

(1) Penggunaan sistem saat ini;  

(2) Keinginan penggunaan sistem di masa yang akan datang. 

Pengertian persepsi menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001) dalam 

Nurhasanah (2015), persepsi adalah tanggapan atau temuan gambaran langsung dari 

suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegunaan adalah faedah atau manfaat. Menurut 

Desmayanti 2012 dalam Daryanto (2017) persepsi kegunaan didefinisikan bagaimana 
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individu menginterpretasikan bahwa e-filing dapat menguntungkan maka secara 

langsung Wajib Pajak akan menggunakan sistem e-filing, sebaliknya jika individu 

merasa kurang percaya atau tidak mengetahui manfaat dari sistem e-filing maka Wajib 

Pajak akan ragu untuk menggunakannya. Pada penelitian ini indikator yang digunakan 

meliputi:  

(1) Kegunaan, meliputi dimensi: pekerjaan lebih mudah, bermanfaat menambah 

produktivitas; 

(2) Efektivitas, meliputi dimensi: meningkatkan efektivitas dan kinerja.  

Jika Wajib Pajak menggunakan sistem e-filing dapat menyederhanakan proses 

pelaporan pajak Wajib Pajak sesuai Wajib Pajak butuhkan dan dapat meningkatkan 

performa dan efektivitas pelaporan Wajib Pajak maka e-filing akan mudah digunakan 

dan proses pelaporan menjadi lebih sederhana. Dengan keuntungan yang diperoleh, 

Wajib Pajak akan menggunakan e-filing saat ini dan berkehendak untuk melanjutkan 

menggunakan e-filing di masa depan sehingga penggunaan e-filing akan semakin 

meningkat. Pada penelitian Daryatno (2017), disimpulkan bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh terhadap penggunaan e-filing. 

 Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem dan 

kerahasiaan sistem tersebut dapat diandalkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

sistem adalah perangkat mesin dan prosedur penggunaannya dalam pelaksanaan tugas 

mengolah data. Menurut Salim (2012) dalam Daryatno (2017) keamanan berarti bahwa 
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penggunaan sistem informasi aman, risiko kehilangan data atau informasi sangat kecil 

dan resiko pencurian informasi rendah, sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang 

berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya. Menurut 

Widyadinata (2014) dalam Devina (2016), pada saat penggunaan mendaftar diri untuk 

memperoleh EFIN, pengguna akan diberi username dan password sehingga Wajib 

Pajak dapat menggunakan sistem e-filing ini, hal ini menunjukan bahwa sistem e-filing 

diciptakan agar informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat terjaga 

kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

Menurut Nurjannah (2017), apabila seluruh Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-

filing tersebut berpikir bahwa fasilitas e-filing tersebut dapat menjaga kerahasiaan data 

dalam melaporkan pajak serta terjaga keamanannya, maka minat perilaku Wajib Pajak 

dalam menggunakan fasilitas e-filing tersebut dapat meningkat. Menurut Wibisono 

(2014) dalam Devina (2016) digital certificate juga dapat digunakan sebagai proteksi 

data SPT dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh 

sistem tertentu. Pada penelitian ini indikator yang digunakan meliputi: 

(1) Jaminan keamanan; 

(2) Kerahasiaan.  

Jika Wajib Pajak merasa aman menggunakan e-filing dan tidak khawatir untuk 

menggunakan e-filing maka e-filing akan mudah digunakan dan dapat 

menyederhanakan proses pelaporan, Wajib Pajak akan menggunakan e-filing saat ini 

dan berkehendak untuk melanjutkan menggunakan e-filing di masa depan sehingga 
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penggunaan e-filing akan semakin meningkat. Dalam penelitian Daryatno (2017) 

keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing. 

Sifat pelaporan pajak self-assessment yang dimana memberikan kepercayaan 

pada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri, 

membutuhkan kesukarelaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan. Sukarela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dengan 

kemauan sendiri atau atas kehendak sendiri. Menurut Mujiyati (2016) Wajib Pajak 

dalam menggunakan e-filing atas dasar rasa suka, bukan karena terpaksa dan ada rasa 

ingin menggunakan sistem tersebut. Sehingga definisi kesukarelaan terhadap 

penggunaan e-filing adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kehendak 

sendiri dan bukan karena terpaksa menggunakan e-filing untuk melaporkan pajak. 

Sebelum Wajib Pajak melakukan kehendak sendiri untuk menggunakan e-filing maka 

Wajib Pajak mencari tahu terlebih dahulu tentang e-filing lalu akan ada tindakan 

melakukan secara sukarela dalam penggunaan e-filing. Menurut Wina (2011) dalam 

Mujiyati (2016), tingkat kesukarelaan didefinisikan keputusan untuk mengadopsi 

bukanlah suatu paksaan, melainkan keinginan yang timbul dari diri sendiri. Pada 

penelitian ini indikator yang digunakan meliputi: 

(1) Tidak terpaksa menggunakan e-filing;  

(2) Kebutuhan menggunakan e-filing.  
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Jika Wajib pajak dalam menggunakan e-filing tidak terpaksa dalam melaporkan 

pajak dan ada rasa kebutuhan menggunakan sistem e-filing maka Wajib Pajak akan 

menggunakan e-filing saat ini sehingga penggunaan e-filing akan semakin meningkat. 

Dalam penelitian Daryatno (2017) kesukarelaan berpengaruh terhadap penggunaan e-

filing. 

 Menurut Nurjannah (2017) kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, 

rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa 

untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Persepsi kepuasan pengguna adalah suatu 

tingkatan rasa seorang Wajib Pajak setelah membandingkan antara apa yang dia terima 

dengan harapan dalam penggunaan e-filing (Rusmanto, 2017). Menurut Noviandini 

(2012) dalam Wulandari (2016) ada beberapa indikator yang mengukur kepuasan 

penggunaan adalah: 

(1) Efisiensi sistem;  

(2) Keefektifan sistem;  

(3) Kepuasan.  

Jika Wajib Pajak merasa puas dengan sistem informasi e-filing dan dapat 

membantu Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT secara efektif maka e-filing akan 

mudah digunakan dan proses pelaporan menjadi lebih sederhana. Dengan keuntungan 

yang diperoleh, Wajib Pajak akan menggunakan e-filing saat ini dan berkehendak 

untuk melanjutkan menggunakan e-filing di masa depan sehingga penggunaan e-filing 
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akan semakin meningkat. Dalam Wulandari (2016), kepuasan pengguna berpengaruh 

terhadap penggunaan e-filing. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Daryatno (2017) dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-filing pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Jakarta Barat.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnya varibel independen yang tidak terpakai yaitu persepsi 

kemudahan, kompleksitas penggunaan, kesiapan teknologi informasi dan 

pengetahuan umum pajak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel 

independen yaitu persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan 

terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna.  

2. Tahun periode penelitian adalah tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya 

adalah tahun 2017. 

3. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada kuesioner Daryatno 

(2017) untuk variabel independen persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, 

dan kesukarelaan terhadap penggunaan sedangkan variabel independen kepuasan 

pengguna mengacu pada kuesioner Nurjannah (2017). 

4.  Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP 

Tangerang Selatan sedangkan Objek penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang berdomisili atau bekerja di Jakarta Barat.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Kegunaan, Keamanan dan 

Kerahasiaan, Kesukarelaan terhadap Penggunaan, dan Kepuasan Pengguna 

terhadap Penggunaan E-filing.” 

1.2  Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah di uraikan tidak menyimpang dari penelitian, maka 

peneliti menetapkan batasan-batasan yang terdiri dari: 

1. Penelitian berdasarkan variabel-variabel independen penelitian yaitu persepsi 

kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan terhadap penggunaan, dan 

kepuasan pengguna Wajib Pajak Orang Pribadi, dan variabel dependen 

penelitian yaitu penggunaan e-filing. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

3. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Prbiadi yang terdaftar di KPP 

Tangerang. 

4. Periode dilakukannya penelitian ini adalah tahun 2019. 

1.3  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah di uraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing? 



18 

 

2. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing? 

3. Apakah kesukarelaan terhadap pengguna berpengaruh terhadap penggunaan e-

filing? 

4. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan e-filing? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh persepsi kegunaan terhadap 

penggunaan e-filing. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh keamanan dan kerahasiaan 

terhadap penggunaan e-filing. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesukarelaan terhadap penggunaan 

e-filing. 

4. Untuk mendapatakan bukti empiris pengaruh kepuasan pengguna terhadap 

penggunaan e-filing. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi 

para Wajib Pajak yang membutuhkan dalam menyampaikan SPT. 
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2. Direktorat Jendral Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Direktorat 

Jendral Pajak agar dapat mengembangkan tingkat pelayanan dalam penggunaan 

e-filing. 

3. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan 

aplikasi e-filing. 

4. Peneliti 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi 

tambahan serta sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian terkait dengan penjelasan variabel 

dependen yaitu pengunaan e-filing, variabel independen yaitu persepsi kegunaan, 

keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan terhadap pengguna, dan kepuasan pengguna, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II TELAAH LITERATUR 

Bab ini mengenai teori-teori terkait dengan topik penelitian. Teori ini 

berdasarkan buku, jurnal, website, dan lain-lain. Teori yang akan dibahas adalah 

mengenai penggunaan e-filing, persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, 

kesukarelaan terhadap pengguna, dan kepuasan pengguna. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian 

sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini memaparkan mengenai keterbatasan penelitian, kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari 

penelitian dan implikasi penelitian. 
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